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PALU, MERCUSUAR — Sebanyak 11 surat perintah
pencairan dana langsung (SP2D-LS) tahun anggaran
(TA) 2010 dengan nilai Rp13,9 miliar lebih, tidak
langsung ditransfer kepada pihak ketiga, melainkan

nginap di rekening bendahara pengeluaran Dinas
Péndidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulteng.

Hal itu menjadi temuan BPK RI
perwakilan Sulteng, sehingga dire-
komendasikan untuk mener-
tibkan mekanisme pencairan
dana sesuai peraturan, karena
hal tersebut sudah menjadi
temuan berukng.

SP2D - LS yang tidak lang-
sung ditranfer tersebut, dalam
pencairannya mencantumkan Nomor
Pokok Wajib pajak (NPWP) dan
nomor rekening bendahara perge-
luaran, bukan NPWP dan nomor
rekening pihak ketiga.

Selain itu, BPK RI melaporkan
bahwa bendahara pengeluaran tidak
segera mentransfer dana SP2D-LS
kepada pihak ke tiga sebesar Rp1,8
miliar, namun terlambat selama 22

s

M

sampai 41 hari sejak terbitnya SP2D.
Bendahara pengeluaran juga
5
menggunakan dana yang telah
dicairkan untuk kegiatan kin,
kemudian dana tersebut akan
ditranfer ke rekening yang

wwrhanenmeresssmncen DEFSADgkutan apabila SP2D

untuk kegiatan kin tersebut
sudah cair atau lapping.

Menanggapi hal tersebut, Kepala
Dinas Dikda Provinsi Sulteng,
Abubakar Almahdali mengatakan
bahwa temuan tersebut telah disele-
saikan dan rekomendasi BPK RI per-
wakilan Sulteng akan dilaksanakan
sesuai peraturan yang berlaku, '

Abubakar juga mengatakan, dalam
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pencairan dana pihak ketiga, pihaknya tidak
“matrteriafirkaku datammelaksanakannyayang
akhirnya bisa merugikan pihak ketiga.
Sebelumnya, BPK juga menemukan pembe-
rian bantuan Hibah kepada beberapa organi-
sasi seperti BKPRS, PKK, KON, kapet BATUI/
Lapas serta LPTQ tahun 2010, mengalami
keterlambatan penyampaian laporan
pertanggungjawaban sebesar Rp4 miliar lebih.
Kepala BPK R Perwakilan Sulteng, Dadang
Gunawan mengatakan bagi orgarisasi yang
tidak segera mempertanggungjawabkan
penggunaan dana hibah tepat waktu sebaiknya
jangan diberikan lagi dana hibah tersebut.
Sebab sebelum hibah itu diberikan kata dia,
setiap organisasi penerima telah menanda
tangani kesepakatan yang isinya diantaranya
akan mempertanggungjawabakan penggunaan

hibah tepat waktu.

Tapi'kenyataan yang ada pemberian hibah'
kepada beberapa organisasi tahun 2010
sebesar Rp10 miliar lebih, mengalami keter-
lambatan penyampaian laporan pertanggung
jawaban sebesar Rp4 miliar lebih.

Sanksi dengan tidak memberikan hibah ke-
pada organisasi yang mengalamai keterlam-
batan’ penyampaian laporan pertangung
jawaban memang sudah sangat ‘epat. Sayang-
nyadengan berbagai dalih oleh pimpinan, hibah
itu masih juga diberikan. Padahal hal ini yang
terus menjadi temuan berulang BPK setiap
tahunnya. Olehnya itu Dadang meminta agar
pemberian dan pertanggungjawaban belanja
hibah ditertibkan sesuai peraturan yang berlaku.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Provinsi
(Deprov) Sulteng, Mustar Labolo, menyatakan
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persetujuannya pemberian sanksi pada
penefima’bantuan atau hibanh yang tidak
membuat laporan pertanggungjawaban
sebagaimana aturan yang berlaku.

“Saya setuju jika tahun berikutnya tidak lagi
diprioritaskan untuk*dibantu. Namun sebelum
itu, sebaiknya Biro Keuangan juga melakukan
pembinaan dan penjelasan pada penerima
bantuan bagaimana caranya membuat laporan.
Jika perlu sudah ada formatnya dan penerima
bantuar: tinggal mengisinya. Biro Keuangan
jugaharus tegas soal batas waktu penyampaian
laporan dan itu disampaikan saat bantuan cair,”
kata Mustar.

Terkait dengan lembaga penerima bantuan
reguler, Mustar menyarankan untuk dilakukan
evaluasi dan penelusuran terhadap dana
bantuan yang (idgk dilaporkan. vy



                     






